SALINAN

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BENDAHARA,

Menimbang

Mengingat

STAF DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI PASER,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan
Kepesertaan Program Jaminan Sosial, perlu memberikan
perlindungan dan jaminan sosial serta peningkatan
kesejahteraan bagi pekerja dalam hal ini Perangkat Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser
tentang BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa, Bendahara, Staf dan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003Nomor 39, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten
Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 110,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4760);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi
Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5392);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan  Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
253);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014
Nomor 14).



Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara PengadaanBarang/Jasa di Desa;

3. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

4. Instruksi Bupati Paser Nomor 568.3/1.02/2014 Tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Bagi Pekerja yang Bekerja pada Pemberi Kerja
Penyelenggara Negara di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG BPJS

KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
BENDAHARA, STAF DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

B

10.

11.

Kabupaten adalah Kabupaten Paser.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Paser.
Bupati adalah Bupati Paser.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atauhak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan
berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal
Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .

Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa
maupun Peraturan Kepala Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan
pelaksana teknis.

Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.



12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

13. Staf adalah unsur staf Sekretariat Desa yang melaksanakan tugas umum dan
fungsional lainnya untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya
disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Keikutsertaan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara, Staf dan Anggota BPD
pada BPJS Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan
jaminan sosial serta peningkatan kesejahteraan bagi pekerja yang ada di
Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan keikutsertaan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara, Staf dan Anggota
BPD pada BPJS Ketenagakerjaan adalah agar dalam pelaksanaan tugas dan
kewajibannya sebagai penyelenggara negara yang berada di Desa dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat
mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit,
mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

BAB 11
PESERTA
Pasal 4

(1) Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri

atas:

a. Kepala Desa;

b. Perangkat Desa;

c. Staf Desa;

d. Bendahara Desa;dan

e. Anggota BPD.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:
a. Kepala Urusan;dan
b. Kepala Dusun.

(3) Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara, Staf dan Anggota BPD
se-Kabupaten Paser.

(4) Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
bukan berkedudukan sebagai PNS dan Pegawai pada Perusahaan Swasta yang
telah didaftarkan sebelumnya sebagai peserta.

(5) Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara, Staf dan Anggota BPD yang masih
aktif didaftarkan sebagai peserta.



BAB Il
KEANGGOTAAN
Pasal 5

Keanggotaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berlaku selama peserta
bekerja atau menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara, Staf dan
Anggota BPD serta sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PROGRAM JAMINAN DAN IURAN
Pasal 6

(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti peserta sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), antara lain :
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
b. Jaminan Kematian (JKM);dan
c. Jaminan Hati Tua (JHT).

(2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana pada ayat (1),
dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah melalui bantuan keuangan yang
dituangkan pada APBDes.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenPaser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Pebruari 2015

BUPATI PASER,
ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd

H. HELMY LATHYF
BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat |
Nip. 19680816 199803 1 007




No. Nama Jabatan Paraf
1. Kusnedi Kasubbag Produk Hukum Daerah
2. Maulani Syaifudin Plh. Kepala Bagian Hukum
3. H. Heriansyah Idris Asisten Tata Pemerintahan
4. H. Helmy Lathyf Sekretaris Daerah
No. Nama Jabatan Paraf
1. Kusnedi Kasubbag. Produk Hukum Daerah
2. H. Andi Azis Kepala Bagian Hukum
3. H. Heriansyah Idris Asisten Tata Pemerintahan
4. H. Helmy Lathyf Sekretaris Daerah




